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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dan kritik 

negatif terhadap pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. Pembentukan UU Cipta Kerja 

dalam klaster  ketenagakerjaan merupakan terobosan yang dilakukan pejabat 

pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang 

tindih khususnya peraturan UU yang saling bertentangan maupun sejenis dan 

kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan. Oleh karena itu Fokus 

kajian dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana Urgensi Hak Asasi 

Manusia di Indonesia dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dalam klaster Ketenagakerjaan. Kedua, Bagaimana  UU Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja dalam kluster Ketenagakerjaan berdasarkan 

perspektif Siyāsah  syar‟iyyah.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch), 

Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan 

dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan 

data dari media elektronik. Sifat penelitian ini deskriptif-preskriptif yaitu 

penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevensinya dengan 

penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan 

dianalisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Hak 

Asasi Manusia (HAM) memandang UU Cipta Kerja  dalam klaster 

Ketenagakerjaan yang telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020 oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga sampai ditetapkan menjadi UU  

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam klaster Ketenagakerjaan 

dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi 

asing dan dalam Negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin 

usaha dan pembebasan tanah. Kedua: Pandangan Siyasah Syar‟iyah Terhadap 

UU Cipta Kerja  dalam klaster Ketenagakerjaan sampai disahkan menjadi UU  

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam klaster Ketenagakerjaan 

jika hal dipandang dari segi ke Islamannya yaitu pandangan Siyasah 

Syar‟iyah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, 

Agama, dan Moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari‟at 

dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. 

 

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, Siyasah Syar‟iyah. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the rejection and negative criticism of 

the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation related to 

the employment cluster. The establishment of the Employment Creation Law 

in the employment cluster is a breakthrough made by government officials in 

the legal field with the aim of correcting overlapping, especially conflicting 

or similar laws and regulations and then changes will be made to regulations. 

Therefore, the focus of the study in this thesis is First, How is the Urgency of 

Human Rights in Indonesia in Law Number 11 of 2020 concerning Job 

Creation in the Employment Cluster. Second, how is Law Number 11 of 2020 

concerning Job Creation in the Employment Cluster based on the Siyāsah 

syar'iyyah perspective. 

The type of research used is library research, that is, researchers by 

studying and analyzing written sources related to the object of discussion to 

obtain clear data, so that can help in this study, and this type is related to what 

presented in a new way. 

Based on the results of the study, it can be concluded that: first, 

Human Rights (HAM) views the Job Creation Act in the Manpower Cluster 

which has been ratified on October 5, 2020 by the House of Representatives 

(DPR) so that until it is stipulated as Law Number 11 of 2020 concerning Job 

Creation in Employment clusters with the aim of creating job opportunities 

and increasing foreign and domestic investment by reducing regulatory 

requirements for business permits and land acquisition. Second: Siyasah 

Syar'iyah's view of the Job Creation Law in the Employment Cluster until it is 

ratified into Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the 

Employment Cluster if it is viewed from an Islamic point of view, namely the 

Siyasah Syar'iyah view which is produced by human thought based on ethics, 

Religion, and Morals by taking into account the general principles of the 

Shari'ah in regulating human life in society and the state. 

 

Keywords: Employment, Human Right, Siyasah Syar‟iyyah. 
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MOTTO 

Teruslah berbuat baik serta bermanfaatlah bagi orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi komando tertinggi 

dalam penyelenggaraan Negara, yang menjadi pemimpin dalam penyeleggaraan 

Negara sesuai dengan prinsip “Rule Of Law” yang sejalan dengan kekuasaan 

yang dijalankan oleh hukum. Indonesia yang mengakui sebagai negara hukum 

secara otomatis berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum 

sebagai sarana “problem solving” masyarakat, dengan demikian, hukum di 

Indonesia harus menjadi panglima dalam menciptakan ketertiban dan menjamin 

perlindungan hak-hak setiap warganya. Kedudukan konstitusi di Indonesia adalah 

sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil respresentatif kehendak 

seluruh rakyat bangsa Indonesia maka konstitusi harus dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh pada setiap sendi kehidupan berangsa dan bernegara. Oleh 

karena itu, setiap tindakan, perbuatan dan aturan dari semua otoritas yang diberi 

delegasi oleh konstitusi tersebut. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan.
1
 

Dalam pembentukan sebuah undang - undang, lembaga legislatif 

mempunyai peranan penting, seperti yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan DPR untuk membentuk 

                                                           

1
 Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara (Bandung: 

Pustaka Setia,2016),hlm.207 



2 

 

 

 

undang-undang. Namun dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk 

undang-undang, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku. Sehingga tidak terjadi peraturan yang melanggar hukum, karena 

pada dasarnya pembentukan sebuah undang-undang berdasarkan atas kepentingan 

pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2
 

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR 

sebagai lembaga legislatif yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk membuat 

undang-undang harus tetap memperhatikan aspek yang sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-

undangan. Dalam konsep hukum Islam juga disebutkan adanya batasan-batasan 

dalam pembuatan sebuah undang-undang, salah satunya yakni dalam keilmuan 

Siyasah Dusturiyah menjelaskan harus mementingkan aspek kemaslahatan 

masyarakat dalam pembentukan sebuah undang-undang. 

UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah  undang-undang di 

Indonesia Yang telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020. UU Cipta Kerja 

adalah bagian dari rencana kerja dari Presiden Joko Widodo untuk membuat 

Omnibus law
3
 mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undang-undang 

yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Omnibus Law adalah 

salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal 

dengan sistem hukum Common Law. Dipilih dengan harapan mampu mereformasi 

                                                           

2
 Pasal 10 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 

3
 Omnibus law adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi sebagai penggabungan 

berbagai tema, materi, subjek, dan  peraturan perundang-undangan dari sektor-sektor yang berbeda 

untuk menjadi suatu  produk hukum besar. Bagir Manan,  Beberapa Masalah  Hukum Tata Negara 

Indonesia, (Bandung : Alumni, 1997), hlm. 144. 



3 

 

 

 

perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan 

memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi, 

dan nyatanya hal tersebut malah berdampat buruk bagi masyarakat.
4
 

Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu 

diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-

undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem 

jaminan sosial, dan UndangUndang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan 

penyelenggara jaminan sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah 

berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan 

sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat 

regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang 

tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.
5
 

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa materi HAM yang telah di adopsi 

kedalam rumusan UUD NKRI Tahun 1945 mencangkup 27 materi.                     Ke 27 tersebut 

salah satunya adalah sebagai berikut, Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

                                                           

4
 Dewi Sartika Putri, Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau 

Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan 

51 No. 2 (2021). hlm 23. 

5
 Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep 

Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon 

Kepada Pekerja Yang Di Phk” (2020) Vol.5 (1) Jurnal Panorama Hukum. hlm 65.  



4 

 

 

 

segala jenis saluran yang tersedia, setiap orang berhak mendapatkan 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk kemudahan dan perlakuan khusus unuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan.
6
   

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh perserikatan 

bangsa-bangsa. HAM adalah seperangkat Hak-Hak yang melekat pada setiap 

manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak 

hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu 

yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya 

sebagai manusia akan hilang.   

Hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang maha Esa 

dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM merupakan 

unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara yang berkeadaban (Civilitized 

Nation)
7
 

Undang-Undang Cipta Kerja memang dari awal rancangan pembentukan 

sudah menuai banyak pertentangan hingga pada saat pengesahan, masyarakat 

menganggap kebijakan DPR dan Presiden sebagai langkah yang salah dan 

sewenang-wenang, karena mengeluarkan undang-undang yang mengabaikan 

                                                           
6
 Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2019),  hlm 101. 
7
 Ibid., hlm. 161. 
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aspirasi rakyat sehingga memunculkan aturan yang merugikan masyarakat.
8
 

Kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Negara dan 

Pemerintahan ada yang diatur dengan hukum–hukum yang bersumberkan Al- 

Quran dan Hadis Nabi dan ada yang diatur berdasarkan hukum-hukum yang 

merupakan hasil kreasi manusia tanpa ada kaitannya dengan ajaran agama atau 

politik sekuler. Siyāsah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi dikenal 

dengan istilah Siyāsah Syar‟iyyah, yakni Siyāsah yang dihasilkan oleh pemikiran 

manusia yang berdasarkan Etika, Agama, dan Moral dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip umum syari‟at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan 

bernegara. Dari beberapa aspek tersebut, peneliti menjelaskan hak asasi manusia 

dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perspektif 

Siyāsah Syar‟iyyah. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan dalam pertanyaan: 

1. Bagaimana Urgensi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Undang-

Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster 

Ketenagakerjaan ? 

2. Bagaimana  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dalam kluster Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif Siyāsah  

Syar‟iyyah ?  

                                                           

8
 www.CNNIndonesia.com/Daftar-Pasal-UU-Ciptaker-yang-rugikan-buruh-versi -

ekonom. Diakses pada tanggal 12 november 2020 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Mengikuti rumusan yang ada pada fokus penelitian yang tersebut, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut : 

1. Untuk menjelaskan Urgensi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam 

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster 

Ketenagakerjaan. 

2. Untuk menjelaskan Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dalam kluster Ketenagakerjaan berdasarkan 

perspektif Siyāsah  Syar‟iyyah. 

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a) Teoritis 

1) Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan 

bagi semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek 

pembahasan. 

2) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua 

orang, khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi 

yang membaca penelitian ini. 

b) Praktis  

a. Penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi lebih khusus 

kepada fakultas syariah dan hukum program studi ilmu syariah 

konsentrasi hukum tata negara. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil 
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penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang 

karya ilmiah. 

D. Studi Pustaka. 

Telah menjadi sebuah Procedural Studies didunia akademisi, bahwa tidak 

ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang 

dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi intelektual, 

kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi yang signifikan. 

Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya tulis ilmiah dari 

peneliti pendahulu. Sejauh penelusuran peneliti, terhadap beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah : 

Fokus pertama, terkait kajian ini adalah kajian jurnal yang ditulis oleh 

Kurniawan kunto yuliarso dan Nunung Prajarto  dalam jurnal yang berjudul 

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Definisi klasik dan menggejala dalam 

pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah : 

A human right by definition is a universal moral right, something which 

all men,everywhere, at all times ought to have, samothing of which no one 

may deprived without a grave affrount to justice, something which is 

owing to every human being simply because he (she) is human. 

Dari definisi diatas dan sejumlah definisi yang lain yang diberikan dalam 

mencermati HAM, pemahaman atas HAM selanjutnya disebut sebagai berkarakter 

universal (untuk semua orang, waktu, dan tempat), dimiliki oleh semua manusia 

dan harus dilakukan oleh semua manusia. Dari sisi karakter ini saja sejumlah 
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persoalan dan gugatan atas HAM kemudian mengemuka. Pertama tentang makna 

dan aplikasi universalitas HAM. kedua, benarkah itu dapat dimiliki dan dilakukan 

oleh semua orang jika suatu sistem politik tidak memberi ruang gerak yang 

memedai.
9
 

Fokus kedua, tentang kajian jurnal Konsepsi Hak Asasi Manusia dan 

Implementasinya di Indonesia yang ditulis oleh Bambang Sutiyoso  Kesadaran 

untuk menegakkan HAM, sebagaimana diisyaratkan dalam Islam bahwa 

memperjuangkan dan menikmati hak asasi adalah-merupakan kewajiban yang 

suci, seperti ditegaskan dalam AlQur'an Surat Al-Qashash: 77 yang artinya: "Dan 

carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

Akherat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan (kenlkmatan, hak-hak) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". 

Kewajiban Asasi Manusia menjadi prasyarat utama agar dalam 

menjalankan hidup dan kehidupannya memiliki keseimbangan dan ketenangan 

jiwa serta menjadikan hidupnya bermakna bagi dirinya sendiri, keluarganya, 

lingkungannya serta masa depannya. Hubungan erat antara kewajiban asasi dan 

hak asasi, menunjukkan adanya kesempatan pemberian bagi individu dalam 

sikapnya, masyarakat dalam tradisinya, negara atau kelompok negara dalam 

                                                           

9
 Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto “Hak Asasi Manusia (HAM) di 

Indonesia Menuju Democratic Governanves”,Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,Vol 8, Nomor 

3,(Maret 2005), hml. 117 

 



9 

 

 

 

budaya hukumnya. Hubungan etis antara kewajiban asasi dengan hak asasi, 

menuntut konsistensi sikap agar seseorang, masyarakat atau bangsa tidak berat 

sebelah dalam melakukan peran diri dan hubungan sosialnya,karena pada 

dasamya seseorang,. masyarakat atau bangsa tidak dapat hidup dengan baik dan 

benar, kalau hanya melakukan atau menuntut hak asasinya saja tanpa melakukan 

kewajiban asasi secara seimbang. Bahkan dalam konsepsi Islam, kewajiban asasi 

menjadi keutamaan moral untuk didahulukan dibandingkan dengan hak asasi itu 

sendiri.
10

 

Fokus ketiga, terkait tentang kajian Jurnal yang di kaji oleh Suci Fajarni 

tentang “Pelaksanaan Siyāsah Syar„iyyah di Aceh“. Didalam jurnal tersebut Suci 

Fajarni membahas tentang, Siyasah Syar‟iyyah merupakan sistem politik yang 

mengelola urusan pemerintahan dan rakyat Islam dalam setiap aspek. Kaedah 

pengelolaan tersebut berdasarkan dalil-dalil syari‟ah yang terdiri dari alQur‟an 

dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Jika kaedah pengelolaan 

tersebut tidak disebut dalam dalil al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, maka ia diambil 

dari pendapat imam mujtahid dengan syarat tidak bertentangan dengan ketetapan-

ketetapan umum dan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh syari‟at Islam. Tujuan 

utama dari pelaksanaan Siyasah  Syar„iyyah  adalah memastikan kepentingan 

umum masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat 

dari kemudharatan.
11

 

                                                           

10
 Bambang Sutiyoso “Konsepsi HakAsasi Manusia dan Implementasinya di 

Indonesia”,Journal UII Nomor 44,( 2016), hlm. 86. 

11
 Suci Fajarni, “Pelaksanaan Siyāsah Syar„iyyah di Aceh” Ejournal.Uin-Suka.ac.id. 

Vol 9.  Nomor 1, ( 2015), hlm. 104. 
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Pemikiran Ibn Taimiyyah terkait Siyāsah Syar‟iyyah adalah logis dan 

pragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum antara Islam dan 

negara. Karena dengan menerapkan Siyasah Syar‟iyyah, dampak berlebihan dari 

kebijakan penguasa dapat dibatasi dan legitimasi norma syari‟ah bisa diperluas 

hingga pada tataran kehidupan bernegara. Siyāsah Syar‟iyyah memberikan 

penguasa legitimasi syari‟ah terhadap produk kebijakannya sebagai ganti dari 

sedikit kekuasaan di bidang pemberlakukan hukum atau peraturan yang dibagi 

dengan ulama. Di sisi lain, Siyasah Syar‟iyyah juga dapat meningkatkan 

efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh syari‟ah dalam kehidupan 

(yaitu kemaslahatan umum) dengan konsekuensi independensi ulama karena 

dalam kasusnya saat ini, para ulama justru semakin jauh dilibatkan dalam urusan 

negara.  

Pada era modern, konsep Siyāsah Syar‟iyyah mulai dikembangkan 

kembali oleh paraahli hukum Islam yang berhaluan modernis. Sebagai contoh 

Rasyid Rida yang menawarkan struktur pemerintahan dan tatanan konstitutional 

baru yang didasarkan pada norma syari‟ah dan konsultasi intensif dengan para 

ulama ahli hukum Islam. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan negara 

akan menerapkan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinisp ajaran Islam (the 

clear scriptural principles) yang berorientasi pada kemaslahatan umum. 

Fokus keempat, artikel yang ditulis oleh Nirmala dalam Tesis Megister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, yang berjudul “ 
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Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourching Berdasarkan Peraturan 

Ketenagakerjaan”, penelitian ini membahas tentang hak-hak para buruh yang 

berkerja di perusahaan outsourching, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam 

UUD 1945 dan Pasal 59 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan yang mengatur lebih spesifik terkait hak konstitusional 

masyarakat yang berkerja, dan juga diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dikarenakan dalam 

penelitian ini disebutkan banyaknya para pengusaha yang abai terhadap pertauran 

mengenai hak para buruh, sehingga menimbulakn kontroversi karena para 

pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang layak.
12

 Meskipun penelitian ini 

menjelaskan mengenai hak konstitusional buruh, namun dalam penelitian ini tidak 

membahas pengaturan hak pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja, 

melainkan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya pada pelaku 

usaha outsourching. 

Fokus kelima, Karya Ketiga, yakni artikel yang ditulis oleh Fajar 

Kurniawan dalam Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 1, dengan judul 

“Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law 

Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon 

Kepada Pekerja Yang Di PHK” dalam penelitian ini dikaji mengenai pasal yang 

bermaslah dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengganti pasal 

dalam Undang-Undang Nomo 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, yakni 

                                                           

12
 Nirmala, “Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourching Berdasarkan Peraturan 

Ketenagakerjaan” Tesis Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 

2015 
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ada penghilangan hak yang diperoleh pekerja jika ada pemutusan hubungan kerja 

(PHK) oleh perusahaan/pengusaha. Dalam penelitian ini juga menganalisis terkait 

perancangan undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan tergesa-gesa dan tidak 

melibatkan banyak pihak terutama dari golongan masyarakat, sehingga terkesan 

pembahasan yang tertutup, sehingga dalam segi legislasi Rancangan Undang-

Undang Cipta Kerja dianggap cacat hukum.
13

 Meskipun dalam penelitian ini 

membahas mengnai hak buruh yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang 

Cipta Kerja, namun hanya sebatas menganalisis sebagai perbandingan antara 

Undang-Undang ketenagakerjaan dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Fokus keenam, yakni Artikel yang ditulis oleh Alinick Nathan dalam 

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM Vol 1 no 9, 

dengan judul “Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik”, 

penelitian ini lebih menitik beratkan kepada kritik terhadap penerapan omnibus 

law di Indonesia, dengan menganalisis dari segala klaster yang dibahas dalam 

Rancangan Undang-Undang cipta kerja, dengan hasil analisis bahwa Rancangan 

Undang-Undang Cipta kerja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dalam 

proses legislasi maupun dalam materi muatan yang ada didalamnya, dari segi 

pembahasan dari setiap kluster, yang ikut serta dalam pembahasan yakni 

cenderung kepada para pengusaha-pengusaha besar yang menimbulkan banyak 

tanda tanya dimasyarakat, dikarena isi dari materi muatan lebih memihak kepada 

                                                           

13
 Fajar Kurniawan, “Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep 

Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon 

Kepada Pekerja Yang Di PHK”, Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 1 ( 1 Juni 2020). 
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para penguasa dan menjerat masyarakat kecil dengan aturan-aturan yang 

tertuang.
14

 Penelitian ini membahas secara komperhensif mengenai kesalahan-

kesalahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang cipta kerja, namun tidak 

membahas dalam segi aspek hukum islam terkait hak-hak para pekerja ataupun 

buruh. 

Fokus ketujuh, yakni Artikel yang ditulis oleh Shanti dewi Kartika dalm 

Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol.XII No.4, dengan judul “ 

Politik Hukum Cipta Kerja” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai proses 

pembentukan undang-undang cipta kerja, melalui aspek politik hukum, yang 

terdiri dari dua aspek yakni politik hukum formal dan materil. Rancangan undang-

undang cipta kerja dianggap sebagai proses politik hukum di parlemen yang 

diajukan kedalam proses legislasi.
15

 Penelitian ini membahas mengenai landasan 

pembetukan Rancangan undang-undang cipta kerja melalui aspek politik hukum. 

Fokus kedelapan, yakni Artikel yang ditulis oleh I Wayan Gede Wiryawan 

dalam Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2, dengan judul “Perlindungan sistem 

hak konstitusional pekerja dalam sistem hukum kettanegaraan Indonesia.” Dalam 

pnelitian ini menjelaskan mengenai posisi pekerja dalam undang-undang nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut dianggap tidak 

dapat brjalan optimal dikarenakan dalam pembentukannya undang-undang 

                                                           

14
 Alnick Nathan, “Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik”, Jurnal 

Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM Vol 1 no 9 (1 Juli 2020) 

15
 Shanti dewi Kartika, “Politik Hukum Cipta Kerja”, Jurnal Pusat Penelitian Badan 

Keahlian DPR RI Vol.XII No.4 ( 1 Februari 2020) 
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tersebut dipengaruhi oleh sistem politik eforia reformasi.
16

 Penelitian ini 

membahas mengenai ketidak optimalan undang-undang no 13 tahun 2003 dalam 

mengatur hak konstitusional masyarakat pekerja. 

Fokus kesembilan, yakni artikel yang dituis oleh Mohammad Fandrian 

Adhistianto dalam Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1, dengan judul “Politik 

Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Ciptakerja (Studi Klaster 

Ketenagakerjaan)”, dalam penelitian ini membhas mengenai landasan filosofis 

sebagai dasar pembentukan rancangan undang-undang cipta kerja terutama dalam 

klaster ketenagakerjaan, yang dimana pemerintah dengan dalil kebutuhan 

Indonesia atas Investasi dalam pembangunana nasional dan sektor 

ketenagakerjaan merupakan faktor dominan penghambat masuknya investasi ke 

Indonesia, karena itulah dilakukan perombakan mengenai sistem ketenagakerjaan 

dan dituangkan dalam rancangan undang-undang ciptakerja.
17

 Penelitian ini 

membahas mengenai substansi yang tertuang dalam rancangan undang-undang 

ciptakerja kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis terkait 

pengaturan kalaster ketenagakerjaan dalam rancangan undang-undang cipta kerja. 

Beberapa penelitian tesis, skripsi maupun jurnal yang dipaparkan  diatas 

seperti membahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,  

“Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law 

                                                           
16

 I Wayan Gede Wiryawan, “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem 

Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2 ( 1 Juli 2020). 

17
 Mohammad Fandrian Adhistianto, “ Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-

Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1 ( 1 

Agustus 2020). 
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Pda Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon 

Kepada Pekerja Yang Di PHK”, “Tentang Hak Asasi Manusia dan budaya lokal 

sebagai konsideran hukum dalam pembentukan dan penerapan hukum cambuk 

analisis terhadap perda aceh nomer 6 tahun 2014”. Serta HAM Secara Umum 

dan pembahasan Siyāsah Syar‟iyyah dalam politik di suatu wilayah, namun 

Beberapa penelitian tesis, skripsi maupun jurnal yang dipaparkan  diatas  belum 

ada yang membahas mengenai HAM dalam UU cipta kerja Perspekti Siyāsah 

Syar‟iyyah yang penulis bahas saat ini. 

E. Kerangka Teori  

1. Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia merupakan sistem nilai dan filsafat tentang 

manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari HAM adalah 

kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika 

mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau 

pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan 

perumahan.
18

 

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh perserikatan 

bangsa-bangsa, HAM  adalah seperangkat Hak-Hak yang melekat pada setiap 

manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak 

hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala 

sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut 

                                                           
18

 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, 

Nasional, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm 1. 
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eksistensinya sebagai manusia akan hilang.
19

 

Jika HAM dalam dunia barat dan Amerika bersandar pada ideology 

Individualistik dan sosialis komunis berdasarkan pada ideologi kolektifitas 

atau komunal, maka Islam tidak terjebak alternative salah satu dari paham 

tersebut, melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat 

kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi. 

Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual 

manusia sebagai nikmat karunia yang di anugerahkan Tuhan Allah SWT dan 

mengakui serta menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak public dalam 

rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minannas 

wahablum minaAllah. 

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi 

manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (Manusia 

yang baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak 

publik yang dikelola oleh Negara harus memberi maslahat bagi masyarakat 

luas termasuk individu-individu yang ditanggung oleh Negara.
20

  

Senada dengan pengertian diatas adalah pernyataan awal hak asasi 

manusia (HAM) yang dikemukakan oleh john locke. Menurut John Locke, 

Hak Asasi Manusia adalah hak hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang 

maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena yang sifatnya 

demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 168 
20

 Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta 

Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm 88. 



17 

 

 

 

hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang di bawa 

sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia 

atau lembaga kekuasaan. 

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
21

 Menurut undang-undang ini, Hak 

Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 

Negara, Hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Dan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan 

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja 

maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan tidak mendapatkan, 

atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang Adil 

dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
22

 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi 

Manusia,
23

 telah mengisyaratkan: 

i. Bahwa HAM merupakah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 

manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus 

dilindungi, di hormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 

dikurangi atau dirampas oleh siapapun 

                                                           
21

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1. 
22

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 6. 
23

 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
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ii. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin 

pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan 

perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera 

dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran 

HAM yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 

tahun 1999 tentang HAM. 

 Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya 

memberi manfaat baik bagi manusia individu meupun bagi manusia lainnya 

(manusia yang baik yang mampu memberi manfaat bagi manusia lainnya). 

Hak-hak pablik yang dikelola oleh Negara harus memberi kemaslahatan bagi 

masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh 

Negara.
24

 

Pandangan Islam tentang HAM dengan tegas dan jelas dapat dicermati 

dalam piagam madinah (konstitusi madinah) sebagai perjanjian yang 

diadakan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa golongan dikala itu, yang 

secara substansil mengakomodir HAM di bidang politik, sosial, budaya, dan 

Agama. 

Menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisannya yang berjudul “human 

rights in Islamic law” Hukum HAM dalam hukum Islam, termuat dalam “The 

Review, International Commision of Jurits, telah merinci HAM menurut 

pandangan Islam kedalam sebelas butir sebagai berikut: 1. Hak untuk hidup, 

                                                           
24

 Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta 

Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 88. 
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2. Hak untuk mendapat keadilan, 3. Hak persamaan, 4. Kewajiban untuk 

memenuhi apa yang sesuai dengan hukum serta hak untuk tidak patuh kepada 

apa yang tidak sesuai dengan hukum, 5. Hak kebebasan, 6. Hak kebebasan 

kepercayaan, 7. Hak untuk menyatakan kebenaran, 8. Hak mendapatkan 

perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, 9. Hak 

mendapatkan kehormatan dan nama baik, 10. Hak ekonomi, 11. Hak untuk 

memiliki.
25

 

Jika dikaji lebih mendalam tentang pandangan ideologi Islam tentang 

HAM, maka dapat dikatakan ideologi Islam merupakan ideologi humanistik, 

karena Islam menempatkan manusia sebagai sentral dalam kehidupan di muka 

bumi. Manusia diberi derajat tertinggi sebagai Khalifah, wakil Tuhan dimuka 

bumi. Islam memandang manusia individu sama dengan manusia kolektivitas, 

yang membedakannya hanya taqwa diantara mereka. 

2. Siyāsah Syar’iyyah 

Siyāsah Syar‟iyyah, yakni siyāsah yang dihasilkan oleh pemikiran 

manusia yang berdasarkan etika, Agama, dan Moral dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip umum syari‟at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat 

dan bernegara.  

Telah disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al- 

Quran dan Sunnah itu sebagian besar hanyalah prinsip-prinsip dasar yang 

tidak langsung aplikatif. Dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan 

pokok syariah atau guna menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul 

                                                           
25

 Ibid., hlm 89 
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setelah Nabi Muhammad tiada yang belum ada ketentuannya secara tegas dan 

rinci dalam Al- Qura‟an dan Sunnah, ulama melakukam interpretasi atau para 

mujtahid melakukan istinbat dalam upayah menderivasi ketentuan-ketentuan 

Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan juga bahwa upayah menderivasi ini dengan 

fikih. Ketika ulama atau mujtahid melakukan penggalian terhadap ketentuan 

Al-Quran dan Sunnah yang berkenaan dengan politik atau masalah Negara 

dan pemerintahan, maka hasil dari upaya itu disebut Siyāsah syar‟iyyah. 

Siyāsah syar‟iyyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran 

dan penafsiran ulama atau sebagai salah satu cabang Ilmu tentu harus 

dipandang sama sebagai cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relative dan 

memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang 

berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, 

sistem politik sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Muhammad di Madinah 

atau Khulafaurrasyidin tanpa memberikan ruang sedikitpun untuk berbeda 

format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum 

dinamika social atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental 

Islam.
26

 

Persoalan yang menjadi pekerjaan besar umat Islam adalah bagaimana 

memadukan teori dan praktik Siyāsah Syar‟iyyah atau sekurang-kurangnya 

meminimalisir kesenjangan atau jurang yang teramat dalam antara teori dan 

parktik, karena ditemukan fakta bahwa dikalangan umat Islam pasca 

                                                           
26

 Ridwan, Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, cet. Ke 1 (Jakarta: 

Amzah,  2020), hlm. 63. 
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Khulafaur Rashidin Siyāsah Syar‟iyyah ini, sebagai sesuatu yang bersifat 

normatif, mengalami kemandekan implementasi dalam waktu yang sangat 

panjang. Sesuatu yang wajib ditiru dari praktik politik masa Nabi dan 

Khulafaur Rashidin adalah semangat dan keberhasilannya memadukan teori 

dan praktik Siyasah Syar‟iyah. sejarah menunjukkan bahwa tahap Negara 

Madinah paling awal diyakini oleh mayoritas umat Islam telah memperhatikan 

kesatuan yang paling kompak antara teori dan praktik syariah. 

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu 

pemerintahan dan Negara adalah menjaga suatu system ketertiban supaya 

masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintahan pada 

hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk 

mengembangkan kemampuan oleh kreativitasnya dalam rangka mencapai 

tujuan bersama.
27

 Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintahan 

atau penguasa suatu Negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil 

kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 

melatar belakangi keberadaan mereka; melakukan pekerjaan umum dan 

memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan 

oleh lembaga nonpemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 

pemerintah; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

                                                           
27

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 

Sejak Muhammad SAW . hingga Al Khulafa Ar Rasyidun, cet Ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), hlm. 121. 
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sosial; menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas 

serta kebijakan lain; menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang dipakai dalam mengumpulkan data 

penelitian dan dijadikan pisau analisis dengan standart ukuran yang telah 

dilakukan.
28

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang 

meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 

yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis 

yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data 

yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait 

dengan apa yang disajikan dengan cara baru.
29

 Peneliti akan melakukan 

penelitian atau akan mengkaji tentang data pustaka terkait dengan UU 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sumber-sumber yang 

terkait dengan penelitian tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis 

yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk saran-saran mengenai yang 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 126. 
29

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12. 
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dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.
30

 Penelitian ini bersifat 

deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan 

eksistensi peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan 

beberapa literatur yang relevan dan menggunakan teori dalam Hak Asasi 

Manusia serta teori Siyāsah Syar‟iyyah sebagai analisis penelitian 

tersebut.
31

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), 

artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di 

teliti. Hal ini peneliti menggunakan bahan hukum yang berupa data 

tentang isu HAM dalam Undang-Undang Cipta Kerja prespektif Siyāsah 

Syar‟iyyah.
32

 

4. Data 

Penelitian literatur, yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan 

menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan 

supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu 

dalam kajian dan jenis- jenis terkait dengan apa yang disajikan dengan 

cara baru.
33

 Karena penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data 
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 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7. 
31

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. 

Psikologi UGM, 1986), hlm. 3 
32

 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 6. 
33

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12. 
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dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai 

buku dan sumber tertulis tentang Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 

Tahun 2020, dan Hak Asasi Manusia, Serta Konsep Siyāsah Syar‟iyyah 

Serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek  kajian tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun 

menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan dan 

diakhiri dengan penutup. Adapun sitematika sebagai berikut: 

Bab Pertama berisi Pendahuluan, pendahuluan merupakan dasar atau 

pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah. Latar belakang 

masalah ialah untuk menjelaskan dasar penulis melakukam penelitian tersebut. 

kemudian dari latar belakang tersebut muncullah Rumusan masalah yang akan 

menjadi fokus penelitian, yang disertai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. 

Selanjutnya ialah Telaah Pustaka yang berisi beberapa penelitian sebelumnya 

yang akan digunakan untuk refrensi pada penelitian ini. Setelah itu dilanjut 

dengan Kerangka teoritik yang berisi konsep-konsep teori yang akan digunakan 

untuk menganalisa masalah Selanjtnya ialah metode. Penelitian dan sistematika 

pembahasan. Metode penelitian digunakan agar penelitian lebih terarah dan 

sistematis yang terakhir ialah sistematika pembahasan yang menjelaskan secara 

rinci runtutan penulisan yang ada dalam penelitian ini. 
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Bab Kedua membahas tentang tinjauan hak asasi manusia dan  siyāsah 

syar‟iyyah tentang ketenagakerjaan 

Bab Ketiga Mengkaji  tentang kajian umum tentang ketenagakerjaan 

dalam undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tentang pengertian, 

obyek dan ruang Siyāsah Syar‟iyyah. 

Bab Keempat adalah pembahasan  mengenai analisa perbandingan hak-hak 

tenaga kerja dalam hak asasai manusia dan Siyāsah Syar‟iyyah. 

Bab Kelima merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian tesis yang 

telah dilakukan. Kesimpulan ialah merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada 

akhir pembicaraan sedangkan saran ialah sebuah masukan yang bertujuan untuk 

memberikan solusi mengenai permasalahan yang telah diteliti. 

 



 

103 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-

undang turunan yang mengatur terkait perlindungan dan peningkatan 

kesejahteraan serta hak-hak pekerja atau buruh. Sebagai aturan turunannya, 

terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan, 

serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan 

pemutusan hubungan kerja, serta pengupahan. Dalam pengesahan UU Cipta kerja 

tidak selaras dan bertentangan dengan HAM karena adanya pemunduran hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak, pelemahan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat, ancaman kedaulatan pangan dan ketimpangan lahan, serta 

diskriminasi hak dan persamaan di depan hukum.  

Sebagimana HAM  dalam UU  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 

Negara, Hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. 
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Pandangan Siyasah Syar‟iyah tentang UU Cipta kerja tepatnya pada 

kluster ketenagakerjaan harus mewujudkan kemaslahatan umat, mengatur 

hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak-hak pekerja dan kewajiban 

masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara yang adil dan lebih baik. 

Tugas pokok pemerintahan atau penguasa suatu Negara adalah menjamin 

diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan 

status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.  

B. Saran. 

DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam membuat 

undang-undang, harus memperhatikan hak-hak rakyat, apakah dalam materi 

muatan undang-undang tersebut sudah mengakomodir mengenai hak tersebut. UU 

Cipta Kerja seharusnya direvisi kembali, karena banyak hak-hak pekerja/buruh 

yang dihilangkan, dikarenakan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan berlaku, maka 

cara untuk menghapus materi muatan yakni melakukan judicial riview ke 

Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan yang berwenang Mahkamah Konstitusi 

harus memperhatikan aspek-aspek yang diajukan oleh para pekerja/buruh sebagai 

pemohon, pasal-pasal yang melanggar hak-hak pekerja/buruh harus dihapuskan, 

agar terciptanya aturan-aturan yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan 

tidak ada lagi hak-hak yang dihilangkan dalam materi muatan UU Cipta Kerja.  
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